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Zakat merupakan instrumen ekonomi umat yang potensial dan membutuhkan 

pengelolaan yang profesional melalui lembaga yang dibentuk oleh yang berwenang. 

Terbentuknya lembaga pengelola zakat merupakan bagian dari upaya merubah 

paradigma masyarakat terhadap pola pengelolaan zakat yang selama ini 

dikembangkan dengan sistem tradisional (zakat identik dengan ustaz, bersifat 

konsumtif, dikelola dalam bentuk kepanitiaan, dan sebagainya). 

Skripsi ini bertujuan untuk mengetahui : (a) Implementasi Undang-Undang 

Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat dalam Praktik Pengelolaan Zakat 

di BAZNAS Provinsi Kalimantan Selatan. 

Penelitian ini merupakan penelitian hukum. Dengan metode pengumpulan 

data yang digunakan yaitu metode wawancara dan metode dokumenter. Teknik 

analisis yang dipakai penulis adalah metode kualitatif, yaitu mendeskripsikan 

implementasi undang-undang nomor 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat dalam 

praktik pengelolaan zakat di baznas provinsi kalimantan selatan. 

Berdasarkan data yang diperoleh penulis BAZNAS Provinsi Kal-Sel adalah 

sebuah lembaga yang mengelola dana Zakat, Infaq, dan Shadaqah (ZIS), dalam 

pengumpulan dan pendistribusian zakat BAZNAS Provinsi Kalalimantan Selatan 

memiliki beberapa paradigma baru. Paradigma baru pengumpulan zakat yaitu: 

Menjemput zakat kepada para muzaki, melakukan kerjasama dengan lembaga-

lembaga keuangan dan lembaga-lembaga publik, mengembangkan objek zakat, dan 

zakat tidak perlu menunggu satu tahun. Sedangkan paradigma baru pendistribusian 

zakat yaitu: penyaluran zakat produktif, memperhatikan skala prioritas, mengunakan 

kuisioner, penyaluran zakat kepada pencari ilmu, menggunakan edukasi dan 

pelatihan, memberi bantuan biaya, pendamping, dan mengevaluasi. 

 


